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A. LatarBelakang

faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu
na at, ebih=lebih di lingkung
n

an masyarakat Indonesia yang sebagian
ke nnya dari tanah. Dalam rangka

pembangunan Nasional untuk mewujudkan gnasyarakat yang adil dan makmur

Jesar penduduknya menggantungka

berdasarkan Pancasila dan_Undang-Unda:

945 (selanjutnya diseb DN_ 9 Sel bagai modal

fama baik sebagai wua s ebagai faktor

\n | untuk men ko 0 perdagangan guna
\, -

e —%| —

Pengettian tanah diatur dalam Pasal 4"®#8ang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

or NNKARAWANG.~-

“Atas dasar hakimenguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanyasmacameEmacam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat dibekika ada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersamassama J)an orang lain serta badan-bads
hukum ™.

men

Yang dimaksud istilah tanah dalam Pasa as_ialah permukaan bumi. Makna
permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat d etiap orang

atau badan hukum.?

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2 pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him 3.



Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan

merupakan kekayaan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2)

ang-Undang Republik™mndonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
sar Pokok-Pokok Agrarfa. Hal ters esuai dengan amanah Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan

ancasila-dan-Pasal 33 Ayat (3)

agai sumber

se
a R
i manusia. Selain itu
Oan

memakai tafsir yang bar_ su;u-de ga
dang-Undang Dasar li
\ agraria adalah yan ya
Pe \ nds

Perundang- adalah=yang-.paling banyak

diband an peraturan sumber daya

CHARAWANG

n 0 Tuhan Yang Maha Esa, tanah banyak dibutuhkan

Selain"sanda
manusia di cipte

manusia sebagai tempatitinggali Banah sangatlah penting bagi kehidupan manus a,

dan dalam hal ini pemerintah¥juga me ayai Undang-Undang yang mengatur
tentang pertanahan. Karena akiba I mahalnye dan hiaya
pengurusan surat-surat hak kepemilikan tanah atat i NG ebagai
tempat tinggal, selain itu dikarenakan kesadarah hukum masyarakat masih kurang

terhadap pengurusan peningkatan hak milik atas tanah. Tanah merupakan sarana

4 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

5 Bernhard limbong, Hukum Agraria Nasional, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, him 199.

¢ Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Kencana Pranadamedia

Group, Jakarta, 2017, him 5.



utama dari lingkungan alam yang memberikan arti fungsional bagi masyarakat,
terutama untuk rumah sebagai tempat tinggal manusia. Dalam realitasnya, masih
banyak pemilik tanah yang belum memiliki sertipikat hak milik tanah sebagai tanda

bukti kepemilikan hak milik atas tanahnya.

Hak Guna Bangunan (selanjutnya diseput HGB) adalah kewenangan yang

9erikan oleh pemerintah ataw. suatu hak g didapatkan untuk menggunakan

sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun yang

atas permintaan pemegang hak mengikat eperluan serta keadaan bangunan-

Dangunannya dan dap jangka waktu

simum 20 tahun.’

tlplkat Hak Mili jenis sertifikat yang
cmilifei : ai-pe han..di sebuah

kawasan dengan luas tertentu yang lereagiupa®aiam surat dengan waktu yang
tidak terbatassbengan derK A RAWﬁrN eJm dalam surat
menjadi  pemilik ) a_tanpa adanya campur tangan dan kemungkinan

kepemilikan bagi pihak

Perbedaan Sertipikat Hak ‘N dan ikat Hak Guna Bangunamfdapat
dilihat dari tingkat kuasa dan jangka waktt emilikannya. Sertipikat HakgMilik
dapat diwariskan dan tidak memiliki batasan wakiu Kep an” sedangkan
sertipikat Hak Guna Bangunan memiliki batasan waktu dan diperkenankan untuk

diperpanjang masa penggunaannya. Sertipikat Hak Milik bisa digunakan untuk

jaminan kepada lembaga keuangan jika ingin mengajukan kredit hal ini berbeda

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah



jika hanya memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu, bila bertekad
untuk menetap di bangunan dan tanah dalam jangka waktu lama atau berencana
untuk investasi jangka panjang, sebaiknya membeli properti yang berstatus

Sertipikat Hak Milik.®

Hak guna,bangunan memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dari hak
Ik. Hak guna bangunan memliki keter!& an dalam jangka waktu yang pada

suatu saat akan berakhir. Hal ini terkandung dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § [Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

20kok-Pokok Agraria (u eIan=a lise a pemegang

ipikat Hak Guna B an S a waktunya,
\ hal tersebut ku ka g panjang dan lama
dengan daksediki

Berbeda “dengan hak milik yang #fyal sifat turun-temurun, terkuat,

terpenuh, se emiliki KLARLAWA{NiGanding dengan

hak guna bangt ingga pemegang hak milik sudah tidak perlu lagi

memperpanjang jangka atas tanahnya.  Meningkatnya  kebutuhan
masyarakat menyebabkan para “pemegang pa bangunan merasa pe ntuk
meningkatkan status hak atas tanahnya me hak milik; terutama atas gtanah
untuk rumah tinggal. Kebutuhan masyarakat yang ter gkat'tersebut dapat

mempengaruhi pola pikir masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah

yang masih berstatus hak guna bangunan. Apabila jangka waktu hak atas

8 https://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-hak-guna-bangunan-dengan-hak-milik/
% Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



tanahnya sudah berakhir atau bahkan yang belum berakhirpun, mereka memilih
segera mengajukan permohonan untuk meningkatkan status hak atas tanahnya
menjadi hak milik dibanding hanya melakukan perpanjangan jangka waktu hak

guna bangunannya.

jukopada ketentuan yuridis yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara
graria/Kepala Badan Pertanaha Nasiﬁl Nomor 6 Tahun 1998 Tentang

Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal merupakan dasar hukum

yang dijadikan patokan bagi pemohon alam upaya hukum mengajukan

erubahan status hak at h d 4
entunya menuntut p
i \ ang diharapkan

Dengan |k|an berdasarkan pad@ al di atas bahwa aturan dapat

d.smmwmean

dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai

k Milik. Hal

cam hak atas

pahaman yang dapat

menjadi land
Bangunan menjad
dikarenakan masih ada“Beberapa Kendala/hambatan yang timbul di dalamnya,
sehingga mengakibatkan apabifa tidak me b, status tanah dari Hak#'Guna

Bangunan menjadi Hak Milik, maka p ik_rumah hanya akan memiliki

bangunan/rumahnya saja tanpa memiliki tanah tersebut.

Apabila tanah sudah mereka dapatkan, manusia akanmempertahankan tanah
tersebut sebagai kekayaan turun temurun. Keputusan Menteri NegaraAgraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik

atas tanah untuk rumah tinggal menerangkan bahwa tanah sebagai tempat tinggal



manusia dan dapat digunakan untuk hidup secara nyaman dan tentram tanpa ada

gangguan apapun, asalkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.®

Tanah sebagai dasar berpijaknya sebuah bangunan rumah untuk sarana

tempat tinggal berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Persoalan

atas.tanah.pada dasarnya berkaitan dengan status hukum seluruh bidang tanah

g akan dimohonkan haknya“da pengag mengenai status tanah tidak dapat

dipisahkan dari eksistensinya di negara hukum.

Hubungan antara pemegang hak defgan tanah yang dihaki merupakan

atas tanah
kebutuhan
I proses peningkatan

p

e

m
hak alah ak MiliK dari-yang-masih be set-ak Guna
.-"'_F':F.-

e KARAWANG... -

pemegang hak ataSttanal hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah

bungan yang erat,

\

s Pemberian Hak

ggunakan  dan

Banguna

Untuk

membuktikan bahwa diri sepbagal pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,
pemegang Hak Guna Bangunan g, tela ikan Hak Milik un ah
tinggal mendapat sebuah sertipikat. Sertip diterbitkan untuk kepeatingan
pemegang hak yang bersangkutan dengan data fisik dan data yuridis tanah yang
telah didaftarkan dalam buku tanah, dan diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau

kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

10 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal



Sehubungan dengan itu, berbagai jenis hak atas tanah menurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) adalah untuk memenuhi keperluan pemegang hak atas tanah dan

memberikan perubahan hak atas tanah yang sudah dipunyainya menjadi hak atas

jenis lainnya.!! Pada“dasarnya perubahan hak atas tanah menjadi hak atas
lainnya terdiri dari pelepasan hak ah semula yang dikuasai dengan
penetapan pemberian hak atas tanah yang baru. Kepada masyarakat yang akan

melaksanakan harus berdasarkan Keputus

Badan Pertanahan Nasm@domﬂ Ta "" n Hak Milik

5 tanah untuk rumah atan hak atas

a yaitu mempun IMB ) dan sertipikat

Hak' GUnaBangunan yang-a

Sa atUstujuan pendaftaran tariameggbageana ditetapkan dalam Pasal 3

Peraturan Pemeri NorKﬁﬂ ﬁWﬁNG Tanah adalah

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas tanah, satuan dan hak-hak lain yang terdaftar agar denn
mudah dapat membuktikan ¢ a_sebagalspemegang hak yang bersangktta
Untuk memberikan kepastian hukum da indungan huke spada pemegang
hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak ata adanya
suatu kepastian hukum untuk menjamin keperluan rumah tinggal bagi Warga

Negara Indonesia serta menjamin kelangsungan hak atas tanahnya.

11 R.Subekti, Tjitrosudibio.R, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, hlm 513.

12 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal

130p.Cit, Urip Santoso, him 315



Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang

permasalahan ini, yaitu :

1. Olivia Yanuari Huslan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makasar, Skripsi, Tahun 2016 : Tinjauan Yuridis Terhadap

Perpanjangan Hak*Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan

2. Widiyanti, Fakultas um rsitas Negeri Semarang, SKripsi,

Tagun 2006 : Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi

Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota

Semarang . .
un yang membedaUne
ah terletak pada . yai
pe

Isan tesebut di

0)
enjelaskan mengenai

me - atas hak
pengelo

: angakan penelitian_yan eliti buat_mengenai pelaksanaan
peningkatan K Rh étinggal. Begitu

juga dengan skrip 2rbeda dengan penelitian peneliti, dalam penelitian
ini menjelaskan tentang dala-kendala dalam proses peningkatan Hak Guna

Bangunan menjadi Hak Milik d or Pe R Kota Semarang, sedangkan

penelitian yang peneliti buat mengenai sya ang harus dipenuhigéalam
pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor

ATR/BPN Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan

Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal di Kantor Pertanahan Karawang



Ditinjau dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah

Untuk Rumah Tinggal”

dentifikasimasalah
Dalam penelitian, terlebih™dahulu har !ﬂ entukan identifikasi masalah yang

harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Identifikasi masalah yang akan

penulis kemukakan sesuai dengan objek yang diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pela _an _g

Milik untuk Ru ngg
2.8 Apa syarat-syara S )
GUna Bangunan-menjadi—Hal i I-Ke 3PN Kabupaten
KARAWANG

Suatu penelitian ha e i tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk

catah=Hak enjadi Hak

arawang?

es peningkatan Hak

C. Tujuan Penelitian

mengetahui apa yang sebenarnyaidicari @ geneliti sehingga memberikanfarg
dalam melangkah sesuai dengan maksudWpenelitian.Berdasarke al tersebut,
tujuan diadakan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Milik untuk Rumah Tinggal di Kantor ATR/BPN Kabupaten
Karawang.

2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses



peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor ATR/BPN

Kabupaten Karawang.

D. ManfaatPenelitian

suatu penéltian sangat diharapkan adanya manfaat dari penelitian

gpeneliti buat. Adapus grapkan dari penelitian ini adalah

ebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

um Agraria,

ngunan menjadi hak

ilmiah dalam

, AR KARAWANG

a. Dapat'meémbe yaban terhadap permasalahan yang diteliti

b. Dapat memberimasukan bagi para pihak yang berkepentingansta

referensi bagi penelit tnya.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori
kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan

10



yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti
hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan
yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

gatur secara jelas dantegis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-

S=Jelas dala

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

glan (multi tafsir) dan log n ia menjadi suatu sistem norma

Kepastian hukum menunjuk kepada pemperlakuan hukum yang jelas, tetap,

onsisten dan konseku anag
daan-keadaan yang je
H‘. Ar tuntutan moral secars

hukumVang tidak pa

ngaruhi oleh
n bukanlah
rikan hukum. Suatu
ang buruk.

trecht, kepastian #tNg dua pengertian, yaitu

pertama, adamya ran K AR ALWeAN.Giu mengetahui

perbuatan apa ’ atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

keamanan hukum bagitindividtlidari kesewenangan pemerintah karena dengan

m it id

adanya aturan yang bersifat U

dapat mengetahui apa saja
boleh dibebankan atau dilakukan oleh a terhadap

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Mili , dalam
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peningkatan hak atas tanah

karena Hak Milik adalah merupakan hak yang terkuat diantara hak-hak atas tanah

11



lainnya, sehingga pemberian Hak Milik dari Hak GunaBangunan diartikan
sebagai peningkatan hak yang dilakukan dengan mendaftarkan haknya pada
Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.'*

Pemberian Hak Milik ini dilakukan secara umum kepada Warga Negara

Dnesia_yang mempunyai=tanah berstatus Hak Guna Bangunan dan untuk
glnakan sebagai rumah tinggal. Selai " pemegang Hak Guna Bangunan

yang tanahnya sudah tidak dibebani Hak Tanggungan , seperti yang telah diatur

dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Mentgti Negara Agraria / Kepala Badan

Sertanahan Nasional Nomer 5 Tahun 1998 :— ang Pemberian-Hak Milik Atas
nah Yang Dibebani gé egang Hak
\1 Bangunan atas pes
\. p melayani_pem n-hak atas tanah,

maka PemoRon wajib membaya epesar Rp. 50.000. Biaya

Kﬁmwm@

untuk biaya pendafitaran sebesar Rp. 25.000. Apabila Hak Guna Bangunan dan

p. 25.000 dan

Hak Pakai diatas HakiPengelolaan, maka diperlukan izin dari pemegang Hak

Pengelolaan. Jangka waktu Y dipe p. adalah 20 hari sejak permohona

pendaftaran itu diajukan.

ertanahan

Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria
Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk

rumah tinggal, bahwa berlakunya Hak Guna Bangunan yang sudah ada sebelum

14 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

15 pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan

12



Keputusan-keputusan tersebut ditetapkan Hak Guna Bangunan ada atau diperoleh
sesudah keputusan tersebut misalnya:
1. Hak Guna Bangunan pemisah atau pemecahannya dilakukan untuk

perseorangan sesudah tanggal keputusantersebut.

2._Ha pa_Bangunan“semula kepumlyaan Badan Hukum dan kemudian
diperoleh perseorangan=.\Warga I!!ara Indonesia sesudah tanggal

termaksud.

3. Hak Guna Bangunan yang penetapan| penerbitannya dikeluarkan sesudah

tanggal keputusa aks

Milik atas tanah di an : mah tinggal,

\, imana rumah ting : leh Menteri Negara

Agraria epala.Bada alian-Nasionz 3 anggal 18
—_—
Februari Baf 990 Nomor 500-3460"eatang anahan.®
- N HARAWANG: -~
tinggal pertama i s mengajukan permohonan di Kantor ATR/BPN
Kabupaten Karawang. ada pemehon yang mengajukan pendaftaran tanah dari

Hak Guna Bangunan menjad I emenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1. Surat permohonan hak yang dilegalisir oleh pejabe ang.

2. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan dan bermateraicukup.
3. Sertipikat hak atas tanah ( Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang luasnya

600 M2 atau kurang).

16 Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat edaran Tanggal 18
Februari Tahun 1990 Nomor 500-3460 Tentang Pertanahan

13



4. Indentitas dari pemegang hak dan luasnya serta fotocopy Kartu Tanda
Penduduk ( KTP ) yang masihberlaku.
5. Surat ljin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atau surat Kepala Desa dan

Kelurahan yang menyatakan tanah tersebut untuk rumahtinggal.

. SPPT PBB tahunterakhir.

. Surat pernyataan dari pémohon ba ang bersangkutan akan

mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 bidang yang

seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5000M2.

8. Membayar uang Bemasukahik padaNegar
yarat-syarat tersebut h dip i akak
] atan Hak Guna enj k
\ [ R K\.aD! alFad\Wang

vty KARAWANG

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode

mengajukan

Rumah Tinggal ke

Penelitian membicarakanmengenai cara-cara pelaksanaan penelitian. Istilah
Metode Penelitian terdiri atas ) katayyaitu kata metode dan kata penglitia

Kata metode berasal dari bahasa Yuna itu methodos*yang berarti caragatau
menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilr an dengan
suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,
sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan,

secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah

suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis,

14



untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas kita dapat
mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan
masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan

metode ilmiah.’

Vietode penelitian meérupakan hal yang paling penting dalam kegiatan

elitian, untuk mendapatkan data an menyusun, mengolah, dan

menganalisisnya. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan,

yaitu: 4

1. Metode Pendeka

Permasalaha i ijjawab atau

dipecahkan deng an yuridis empiris.

ndekatan idis~(hukum-dili : i pa-atat-das-sollen), karena
menggunakan bahan-bahan
ukuK Aﬂ A\WAWNGak tertulis atau
baik bahanshuké@mgprimer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan

empiris (huku baga pnyataan sosial, kultural atau das sein), karena

dalam penelitian ini diguhakan da imer yang diperoleh dari lapang

Jadi, pendekatan yuridis “empikis dala aksudnya
adalah bahwa dalam menganalisis permasa gan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan vyaitu tentang pelaksanaan

peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal.

17 Johaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Prenadamedia Grup, Depok, 2016, him 2.
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2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif
eksplanatif/eksplanasi. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer

dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan

Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah

Selanjutnya dilakukan analisis

Tinggal dikantor Peftanahan Ka
hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang

relevan.

i f.
a. Tahap.P

ersiapa l
Tahap perencande 1- ..~ anap awal dalam penelitian.
NKARAWANG

Yo

3. Tahapan Peneliti

Adapun taha| dil

apy

sebagai berikut:

1) Mene masalah

Pe alaha pakan kunci utama kenapa tigas
akhir ini dibuat. .akhir INT°e yelesaikan
permasalahan yang ada. Dala asalah,
peneliti melakukan observasi untuk melihat keadaan secara
langsung di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

2) Menentukan ruang lingkup dan tujuan

Penentuan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian
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lebih terarah, sedangkan tujuan merupakan sasaran yang
akan dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini.
3) Menentukan Judul

Judul akan menggambarkan isi dari laporan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat

disimptitkan judul enelitian ini adalah “Pelaksanaan

Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

Untuk Rumah Tingﬁ di Kantor Pertanahan Karawang

eputus .".:.'..;,. raria/Kepala
998 Tentang
k Rumah Tinggal”.

b. Tahap.Peng

Tahap yang selz

NCKARAWANG”

s pengumpulan data, ada beberapa teknik yang

#ap pengumpulan data. Data

dilakukanyyait agai berikut:
1) Observa au Pe
Peneliti mendata empat P engamat
cara pendaftaran peningkate bagian
Peningkatan Hak di Kantor ATR/BPN Kabupaten
Karawang.

2) Wawancara

Melakukan wawancara atau menanyakan kepada objek yang
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akan diteliti tentang penelitian yang dilakukan. Sumber
yang akan diwawancarai adalah Pegawai bagain
peningkatan hak di Kantor ATR/BPN Kabupaten

Karawang.

4. Teknik PengumpulanData

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan

wawancara dan studi kepustakaan. ﬁnulis melakukan wawancara secara

intensif dan men g memperolen-data data primer
yang valid dari diteliti yaitu
pegawai Kanto ‘ € 3 . Studi kepustakaan

g dilakukan-=penulis ane ata—penunjang di dalam
data dengan mempelajari,

NN KARAWANG

dengan "PERMas an yang diteliti. Penelitian kepustakaan (library

research) yang“dilakukamseleh penulis untuk memperoleh data sekunder
melalui bahan hukunm™primer, D hukum sekunder dan bahan ur
tersier. Bahan-bahan penelitia iperoleh me
a. Bahan hukum sekunder yaitu:
Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer
berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki

relavansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-
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bahan buku yang berkaitan dengan peningkatan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik.
b. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang

mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

S

3) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan

2) Undang-Undang Pokok

Nasional Nomor 6 Tahun4998 Tentang Pemberian Hak Milik

Atas T Unt u

¢. Bahan hu rsi itu

Baha membekigi bahan tentang bahan

huku nder-d an hukum primer;-mi us hukum,
_—\—\__‘—\- _'_,_'—:_,_.—'—
———— f
enslikopedia, majalalt, rnet, dan lain-lain.

AZ/KARAWANG

Data : erkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum

5. AnaliSis C
memberikan a pa-apabagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum
dapat ditarik kesimpulanibagi tt penelitiannya, sebab data itu miasi

merupakan data mentah dan me diperluka Ipaya untuk
mengolahnya. Proses yang dilakukan adala , meneliti
data yang telah diperolen untuk menjamin apakah data dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah logika

hukum deduktif, logika hukum deduktif adalah cara berpikir dimana dari
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pernyataan yamg bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan secara
deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan
silogisme berpikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian

dilanjutkan dengan pengambilan yg bersifat khusus.

okasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data di lokasi yang memiliki penelitian keterkaitan

dengan penelitian tentang pelaksanaan penirﬁ@ltan Hak Guna Bangunan menjadi

ak Milik untuk rumah tinge: yah-Kafrawang,

1. Kantor ATR/BP an Jendral

Ahmad Yani No
bupaten Ka

akaan Universitas BUS

KARAWANG

Agar dapat memahami dan ruang lingkup penulisan skripsi ini,

H. Sistematika

maka perlu disajikan garis besarsistematikaspenulisan skripsi ini yang meliputi :

BAB |. PENDAHULUAN .
A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian
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E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Lokasi Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak<Menguasai Dapi Negara

B. Pengertian Hak*Milik dan a Bangunan

C. Tinjauan Umum Mengenai Peningkatan Hak Guna Bangunan
Menjadi Hak Milik untuk Ru Tinggal

BAB Ill. OBJEK-PENEEIT IAN
A. Gambaran

B. Mekanism ak Guna Bangunan

Menjadl Hak : ah Tinggal Di Kantor ATR/BPN

abupaten Kare

gal di Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang

Untuk F

B. Syarat-syarat ), Harts Bipenuhi Dalam Pelaksanaan Pening

Hak Guna Bangunan adi Hat mah ggalidi
Kantor ATR/BPN Kabupaten Karav

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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